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TRANSFORMASI WA*‘D DARI KOMITMEN MORAL MENJADI INSTRUMEN

HUKUM: ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 85/2012 DAN
IMPLIKASINYA PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Transformasi konsep wa ‘d dari komitmen moral (diyanan) menjadi instrumen
hukum yang mengikat (gada’an) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-
MUI/XI1/2012 menimbulkan persoalan konseptual dalam Hukum Ekonomi Syariah.
Dalam fikih muamalah klasik, wa‘d dipahami sebagai janji sepihak yang tidak
melahirkan akibat hukum sebagaimana akad, sedangkan dalam praktik pembiayaan
syariah modern, khususnya akad Musyarakah Mutanaqisah, wa ‘d berfungsi sebagai
instrumen yang menjamin keberlangsungan transaksi sekaligus memiliki konsekuensi
yuridis. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi konsep
wa‘d dengan konstruksi fikih klasik serta implikasinya terhadap keseimbangan
hubungan hukum para pihak dalam akad Musyarakah Mutanagqisah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep wa‘d dari
komitmen moral menjadi instrumen hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/2012,
mengkaji konsistensi konseptual penerapan wa ‘d terhadap karakter bilateral akad
Musyarakah Mutanaqisah, serta mengevaluasi implikasi yuridis konsep wa ‘d mulzim
terhadap keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.

Kerangka analisis disusun melalui integrasi teori wa ‘d dalam fikih muamalah
klasik, teori akad, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta teori magasid al-syari‘ah sebagai
landasan evaluasi terhadap penerapan wa‘d dalam transaksi keuangan syariah.
Pendekatan teoritis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian formulasi Fatwa
DSN-MUI Nomor 85/2012 dengan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus mengkaji
implikasinya terhadap konstruksi akad Musyarakah Mutanaqisah.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis
secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif
melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 85/2012 telah
mentransformasikan wa‘d dari komitmen moral menjadi instrumen hukum yang
bersifat mengikat (wa ‘d mulzim) dalam kondisi tertentu guna memberikan kepastian
hukum bagi transaksi keuangan syariah. Namun demikian, penerapan wa ‘d dalam akad
Musyarakah Mutanaqisah memperlihatkan adanya inkonsistensi konseptual karena
substansi hubungan hukum yang terbentuk lebih mencerminkan muwa ‘adah daripada
wa ‘d sepihak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Transformasi tersebut juga
berimplikasi pada bergesernya keseimbangan hubungan hukum para pihak akibat
menguatnya orientasi kepastian hukum dibandingkan prinsip kemitraan dan risk
sharing. Oleh karena itu, formulasi dan implementasi wa ‘d mulzim perlu diarahkan
secara lebih proporsional agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan
kontraktual, dan magqasid al-syari‘ah dalam Hukum Ekonomi Syariah.
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Mutanaqisah, Hukum Ekonomi Syariah.



ABSTRACT
Adi Rosadi
THE TRANSFORMATION OF WA'D FROM MORAL COMMITMENT TO A LEGAL
INSTRUMENT: AN ANALYSIS OF THE DSN-MUI FATWA NO. 85/2012 AND ITS
IMPLICATIONS ON THE MUTAQISAH MUSYARAKAH CONTRACT

The transformation of wa ‘d from a moral commitment (diyanan) into a legally
binding instrument (qada’an) under DSN-MUI Fatwa Number 85/DSN-MUI/X11/2012
has generated conceptual issues within Islamic Economic Law. In classical Islamic
Jjurisprudence (figh al-mu ‘amalat), wa ‘d is understood as a unilateral promise that does
not give rise to legal consequences comparable to those of a contract (‘aqd). In
contemporary Islamic financial practices, particularly in Musharakah Mutandqisah
financing, however, wa'‘d functions as a legal instrument to ensure transactional
continuity while producing legal consequences. This transformation raises questions
regarding the conceptual consistency of wa'‘d with the doctrines of classical Islamic
Jurisprudence and its implications for maintaining the legal balance between the
contracting parties in Musharakah Mutanagqisah contracts.

This study aims to analyze the transformation of wa'd from a moral
commitment into a legally binding instrument under DSN-MUI Fatwa Number 85/DSN-
MUI/XII/2012, examine the conceptual consistency of its application within the
bilateral nature of Musharakah Mutandqisah contracts, and evaluate the juridical
implications of wa ‘d mulzim for the legal balance between the contracting parties from
the perspective of Islamic Economic Law.

The analytical framework integrates the classical Islamic jurisprudential
theory of wa‘d, contract theory (‘aqd), Gustav Radbruch's theory of the objectives of
law, which emphasizes legal certainty, justice, and expediency, together with the theory
of maqasid alshari ‘ah as the normative basis for evaluating the implementation of wa ‘d
in Islamic financial transactions. These theoretical perspectives are employed to assess
the conformity of DSN-MUI Fatwa Number 85/DSN-MUI/X1I/2012 with the principles
of Islamic law and to examine its implications for the legal structure of Musharakah
Mutanagisah contracts.

This research adopts a normative legal research method using statutory,
conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials
were collected through library and documentary research and subsequently analyzed
qualitatively using a descriptive-analytical method supported by deductive reasoning
through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing
and verification.

The findings reveal that DSN-MUI Fatwa Number 85/DSN-MUI/X11/2012 has
transformed wa'd from a moral commitment into a legally binding instrument (wa ‘d
mulzim) under certain circumstances to enhance legal certainty in Islamic financial
transactions. Nevertheless, the application of wa'‘d in Musharakah Mutanagisah
contracts demonstrates conceptual inconsistency because the resulting legal
relationship more closely resembles muwa ‘adah (mutual promise) than the unilateral
wa ‘d recognized in classical Islamic jurisprudence. This transformation also affects the
legal balance between the contracting parties by placing greater emphasis on legal
certainty than on the principles of partnership and risk-sharing. Accordingly, the
formulation and implementation of wa'‘d mulzim should be developed in a more
proportionate manner to ensure consistency with the principles of justice, contractual
balance, and magqasid alshari‘ah within the framework of Islamic Economic Law.

Keywords: wa'‘d, wa'd mulzim, DSN-MUI Fatwa Number 85/DSN-MUI/XI1I/2012,
Musharakah Mutanagisah, Islamic Economic Law.
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